SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan
di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota

Palembang;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 1959 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara...
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan
Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26
Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam

Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian Inpassing

(Berita...
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun

2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Kota adalah Kota Palembang.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di
bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
birokrasi.

Walikota adalah Walikota Palembang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh

Pejabat...
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Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu

jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan.

Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat
seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi
pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan,
tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung
jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan
digunakan sebagai dasar penggajian.

Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu
jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-
kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi
faktor jabatan untuk menghasilkan kelas jabatan.

Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam
rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun
jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan
struktural maupun jabatan fungsional.

Harga Jabatan adalah Akumulasi poin faktor evaluasi jabatan
struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk
menentukan kelas jabatan.

Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada
dalam struktur organisasi, kedudukan jabatan struktural
berjenjang yaitu eselon IV.b hingga tertinggi dari level eselon
II.a.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai
Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk
kenaikan jabatan dan pangkatnya diisyaratkan dengan angka
kredit.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil
yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan

publik dan administrasi Pemerintahan dan Pembangunan.

BABII...
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BAB II
KELAS JABATAN

Pasal 2
Walikota melakukan evaluasi jabatan untuk setiap jabatan di
lingkungan Pemerintah Kota.
Evaluasi Jabatan dilaksanakan dengan menggunakan pedoman
yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a. rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai;
b. daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan dan

persediaan pegawai;

c. daftar nama jabatan fungsional dan jabatan lainnya, kelas

jabatan dan persediaan pegawai;

a

tabel hasil evaluasi jabatan struktural;
tabel hasil evaluasi jabatan fungsional dan jabatan lainnya;
peta jabatan;

informasi faktor jabatan struktural; dan

5 oot 0

. informasi faktor jabatan fungsional.

BAB III
PENETAPAN KELAS JABATAN

Pasal 3
Walikota mengusulkan hasil evaluasi jabatan sebagaimana
dimaksud Pasal 2 ayat (2) untuk divalidasi oleh Menteri.
Menteri melaksanakan validasi terhadap usulan evaluasi
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Hasil validasi terhadap wusulan hasil evaluasi jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada surat

Menteri mengenai hasil evaluasi jabatan.

Pasal 4

Hasil validasi Evaluasi Jabatan oleh Menteri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang

disampaikan kepada Menteri dangan tembusan kepada Menteri

Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 5...



Pasal 5
Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas dari jabatan
di lingkungan Pemerintah Kota, Walikota mengusulkan
perubahan hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3 ayat (1).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Walikota Palembang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Desember 2020

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,
ttd

RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,
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